
Universitas Kristen Indonesia87

Daftar Kepustakaan

A. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang

nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang

Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa

Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan

Pinjam-Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi.

B. Buku

Abdul Kadir Adys, 2019, Sistem Hukum dan Negara Hukum, Yogyakarta: Suluh

Media.

Adrian Sutendi, 2014, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta: Raih Jasa

Sukses.

Ahmadi Miru, Sakka Pati, 2008, Hukum Perikatan, Jakarta: Rajawali Pers.

Dewi Sinta, 2009, Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam

Ecommerce Menurut Hukum Internasional, Bandung: Widya Padjajaran.

H. Zaeni Asyahadie, 2018, Hukum Keperdataan, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
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Herlien Budiono, 2014, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di

Bidang Kenotariatan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Hj. Suryati, 2017, Hukum Perdata, Yogyakarta: Suluh Media.

Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang:

Bayumedia Publishing.

Lukman Santoso, 2019, Aspek Hukum Perjanjian, Yogyakarta: Penebar Media

Pustaka.

Lukman Santoso, 2016, Negara Hukum dan Demokrasi, Ponorogo: IAIN Po Press.

Mukthie A. Fadjar, 2018, Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum,

Sejarah dan Pergeseran Pradigma, Malang: Intrans Publishing.

Munir Fuady, 2009, Teori Negara Hukum Modern, Bandung: Refika Aditama.

Muntoha, 2013, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945,

Yogyakarta: Kaukaba.

Nanda Amalia, 2013, Hukum Perikatan, Aceh: Unimal Press.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada.

P.N.H. Simanjuntak, 2016, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Kencana.

Salim H. HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, Penerapan Teori Hukum pada

Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif : Suatu

Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 2018, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit

Universitas Indonesia.

C. Jurnal

Dalinama Telaumbanua, 2021, Penyelesaian Sengketa perjanjian pinjam-

meminjam yang dilakukan Di Luar Pengadilan, Jurnal Panah Keadilan,

Vol. 1, No. 1, h. 3.

Ernama, Budiharto, Hendro, 2017, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 77/POJK.01/2016), Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 3, h.5.
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Hulman Panjaitan, 2016, Pemberlakuan Perjanjian Baku dan Perlindungan

Terhadap Konsumen, Jurnal Hukum To-Ra, Vol. 2, No. 2, h. 264

Idris Talib, 2013, Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi,

Lex et Societas, Vol. 1, No. 1, h. 23.

Lutfil Ansori, 2017, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif,

Jurnal Yuridis, Vol. 4, No. 2, h. 150

Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama, 2018, Hubungan Hukum Para Pihak dalam

Peer to Peer Lending, Jurnal Hukum Ius Quita Iustum, Vol. 25, No. 2, h.

327.

Tomson Situmeang, 2017, Analisa Yuridis Surrogate Mother Dari Aspek Sahnya

Perjanjian, Jurnal Hukum To-ra, Vol. 3 No. 1 h. 507.

Sahat Maruli Tua Situmeang, 2021, Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai

Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber, SASI,

Vol.27, No.1, h. 50

Suwardi Sagama, 2016, Analisis Konsep Keadilan, kepastian hukum, dan

kemanfaatan dalam pengelolaan lingkungan, Jurnal Pemikiran Hukum

Islam, Vol. XV, No. 1, h.30

Yohanes Suhardin, 2009, Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Keadilan

Dalam Penegakan Hukum, Mimbar Hukum, Vol. 21, no. 2, h. 334

D. Internet

Bphn,https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_informasi_dan_teknologi.

pdf, diakses pada hari Senin, 27 September 2021 pukul 14.26 wib

Otoritas Jasa Keuangan, Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di

OJK per 25 Agustus 2021 diakses dari

https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-

technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-

di-OJK-per-25-Agustus-2021.aspx pada hari Senin, 27 September 2021

pukul 15.58 wib

https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_informasi_dan_teknologi.pdf,
https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_informasi_dan_teknologi.pdf,
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-
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Ardan Ardi Chandra, Ada Lagi 388 Pinjol Ilegal , ini daftarnya, diakses dari

https://finance.detik.com/fintech/d-4939221/ada-lagi-388-pinjol-ilegal-ini-

daftarnya. pada hari Senin, 27 September 2021 pukul 15.50 wib

Soraya Novka, Catat! Ini Keluhan Terbanyak Masyarakat soal Pinjol, diakses

dari https://finance.detik.com/fintech/d-4859091/catat-ini-keluhan-

terbanyak-masyarakat-soal-pinjol pada hari Senin, 21 april 2021 pukul

13.00 wib

https://finance.detik.com/fintech/d-4939221/ada-lagi-388-pinjol-ilegal-ini-daftarnya.
https://finance.detik.com/fintech/d-4939221/ada-lagi-388-pinjol-ilegal-ini-daftarnya.
https://finance.detik.com/fintech/d-4859091/catat-ini-keluhan-terbanyak-masyarakat-soal-pinjol
https://finance.detik.com/fintech/d-4859091/catat-ini-keluhan-terbanyak-masyarakat-soal-pinjol
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